BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, adalah sebagai
berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB Nagari Padang Sibusuk pada
tahun 2020, yaitu pertama perencanaan, dengan bentuk partisipasi dalam
membuat RPIJMN ditingkat Jorong/musyawarah Jorong setelah Wali Nagari
baru terpilih dan unsur masyarakat Nagari Padang Sibusuk berpartisipasi dalam
musrembang Nagari-uhtuk menyusuh RKP Nagari yang kemudian menjadi
APB Nagari (partisipasi buah pikiran). Kedua dalam Pelaksanaan APB
Nagari/Pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat Nagari Padang Sibusuk
yaitu sebagai pekerja dalam pembangunan, swadaya dan gotong royong
(partisipasi tenaga), dan menghibahkan tanah untuk pembangunan Nagari
(partisipasi harta benda).! Terakhir partisipasi dalam pelaporan dan
pertanggungjawaban APB Nagari Padang Sibusuk tahun 2020, dengan bentuk
partisipasinya dengan cara diundang masyarakat dalam musyawarah, terkhusus
untuk Bamus/BPN, KAN, Alim Ulama, serta tokoh masyarakat lainnya atas
laporan realisasi APB Nagari dibuatkan plang laporan realisasi APB Nagari di
Kantor Wali Nagari dan disetiap Jorong (Partisipasi dalam evaluasi). Namun
demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB Nagari Padang
Sibusuk sebagai Nagari terbaik dalam Indeks Desa 'Membangun (IDM) tahun
2020 hanya ada partisipasi secara prosedural, dan bukan partisipasi subtansif.

2. Partisipasi masyarakat Nagari Padang Sibusuk secara prosedural dan bukan
partisipasi secara subtansif, sehingga masih terkesan masyarakat seperti
dimobilisasi oleh pemerintah Nagari untuk menentukan arah pembangunan.

3. Partisipasi dan perilaku dalam masyarakat Nagari Padang Sibusuk juga hanya
partisipasi secara prosedural dan tidak partisipasi secara subtansif, sehingga
tata nilai dan norma dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB
Nagari Padang Sibusuk tidak berjalan efektif.



4. Partisipasi masyarakat Nagari Padang Sibusuk dengan nilai dan norma, sebagai
acuan dalam kehidupan berdemokrasi juga hanya partisipasi secara prosedural,
bukan partisipasi secara subtansif, dilihat dari peraturan dan perundang-
undangan yang mengatur Desa/Nagari juga tidak sejalan/sinkron.

5. Partisipasi masyarakat dengan institusi sosial Nagari Padang Sibusuk dengan
Pemerintah Nagari, bahwa hubungan mereka dalam pengelolaan APB Nagari,
sudah berdasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan, terhadap perbedaan
pendapat dan berpikir mempertanyakan dengan cara BPN/Bamus mengundang
Pemerintah Nagari dalam musyawarah/rapat untuk membahas dan
mempertanyakan atas pelaksanaan APB Nagari.

6. Partisipasi masyarak-at' Nagari Padang Sibusuk, dilihat dari interaksi sosial
dengan institusi sosial seperti BPN/Bamus dengan Pemerintah Nagari sudah
memenuhi partisipasi subtansif, tetapi bila dilihat dengan partisipasi
masyarakat masih partisipasi prosedural.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, hal yang perlu
dilakukan dan direkomendasikan untuk berbagai pihak, serta beberapa poin yang
dapat peneliti kemukan, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Sijunjung, sebaiknya lebih memperhatikan dan
meninjau secara berkala, serta-mengusulkan kepada seluruh Pemerintah Nagari
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB Nagari,
karena dengan keterlibatan partisipasi masyarakat ditingkat Nagari akan pula
meningkatkan  pembangunan  daerah  yang berkesinambungan dan
berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sijunjung. Namun
demikian juga harus dengan cara partisipasi masyarakat secara subtansif, bukan
partisipasi masyarakat secara prosedural.

2. Pemerintah Nagari Padang Sibusuk, sebaiknya memakai partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan APB Nagari secara subtansif, bukan partisipasi prosedural.
Sehingga kebutuhan-kebutuhan maupun aspirasi dari masyarakat berjalan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



3. Institusi Sosial Nagari Padang Sibusuk, terkhusus untuk BPN/Bamus untuk
lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperhatikan usulan-usulan
dari masyarakat dengan cara partisipasi subtansif sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan yang mengaturnya.




